PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 20 TAHUN 1964
TENTANG
PENGAVASAN ATAS KEQ ATAN- KEQ ATAN PERUSAHAAN DAGANG
NEGARA DAN PERUSAHAAN NEGARA O LUAR NECGER

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Menbaca:

1. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Mnteri Perdagangan dan
Menteri Wusan Bank Sentral tanggal 29 Juni 1962 No. 96/ M Sk/ 62;

2. Surat Menteri Wusan Bank Sentral /Qibernur Bank | ndonesia tanggal 18
Agustus 1962 No. 146/ UBSY M 62;

3. Surat Veékil Menteri Pertama B dang Keuangan tanggal 1 Septenber 1962
No. WWP- Keu- 116/ 62;

Meni nbang:

perlu nenenpat kan perwakilan (Cabang-cabang, Vékil-wakil dan lain-lain
sebagai nya) Perusahaan-perusahaan Dagang Negara di luar negeri dan
Per usahaan- per usahaan Negara | ai nnya yang nenj al ankan akti vi tas per dagangan
di luar negeri, di bawah pengawasan instansi-instansi/ pej abat - pej abat yang
ada di luar negeri, yang ditunjuk oleh Mnteri Luar Negeri dan Menteri
U usan Bank Sentral);

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

2. Peraturan Penerintah No. 3, 68, 71 sanpai dengan 78, 87, 90, 95
sanpai dengan 97, 101, 102, 106 sanpai dengan 108, 123, 141 sanpai
dengan 175, 198 dan 199 tahun 1961;

3. Keput usan Presi den Republik Indonesia No. 232 tahun 1963;

4. | zin Lenbaga Al at-al at Penbayaran Luar Negeri No. Sekr/ 127/ 14/ 4,

Mendengar :

VWkil Perdana Menteri |/Menteri Koordi nator Konpatinen Luar Negeri dan
Hubungan Ekonom Luar Negeri, Vékil Perdana Menteri |1/ Menteri Koordi nator
Konpartinen D stribusi, Vékil Perdana Menteri |11/Menteri Koordi nator
Konpartinen Penbangunan, Menteri Koordinator Konpartinen Keuangan, Menteri
Perdagangan, Menteri Wusan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan dan
Menteri Wusan Bank Sentral ;

MEMUTUSKAN

Menet apkan:
PERATLIRAN PRESI DEN TENTANG PENGAVWASAN ATAS KEQ ATAN KEA ATAN  PERUSAHAAN
DAGANG NEGARA DAN PERUSAHAAN NEGARA D LUAR NECER .

Pasal 1.

(1) deh Menteri Luar Negeri dan Hiubungan Ekonom Luar Negeri ditunjuk
sebagai pengawas terhadap Perwakil an-perwakilan (Cabang-cabang Sub
Cabang- cabang, Veékil-wakil dan lain-lain sebagainya) Perusahaan-
perusahaan Dagang Negara di luar negeri (selanjutnya disebut
Perwaki | an-perwakilan P.DN dan terhadap Perwakilan Perusahaan-
perusahaan Negara |ainnya (selanjutnya disebut Perwakilan P.N yang



nenj al ankan aktivitas perdagangan di luar negeri Kepala Perwakil an
Republ i k I ndonesi a di |uar negeri .

(2) Qeh Menteri Wusan Bank Sentral ditunjuk untuk nmaksud tersebut pada
ayat (1) pasal ini penjabat-penjabat yang ditenpatkan/diberi tugas di
| uar negeri .

(3) Drektorat Akuntan Negara dari Departemen Wusan Pendapat an,
Penbi ayaan dan Pengawasan dii kut sertakan dal am pengawasan dan dal am
koor di nasi pengawasan ternaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 2.

(1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan pejabat-pejabat yang
di naksudkan dal ampasal 1 ayat (2) dan ayat (3) berhak nemnta segal a
ket erangan tanpa pengecualian dari Perwakilan P.D N dan Perwakil an
P.N vyang berkedudukan diwlayah nereka dan neneriksa buku-buku
nereka dan semua surat serta tanda bukti yang bersangkutan apabila
pej abat - pej abat tersebut nenganggap perl u.

(2) PAnpinan Perwakilan P.DN dan PR npinan Perwakilan P.N waib
nenberi kan segal a keterangan dan bantuan yang dimnta ol eh pej abat -
pej abat tersebut di atas dal am nel akukan tugasnya sebagai ternmaksud
pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 3.

Segala keterangan yang diberikan oleh Perwakilan P.DN dan
Perwakil an P.N bersifat rahasia.

Pasal 4.

Lapor an-| aporan berkal a bul anan dari Perwakilan P.D N dan Perwakil an
P.N yang bersifat routi ne naupun khusus di sanpai kan kepada pej abat - pej abat
ternaksud dalam pasal 1 dan dapat dimnta oleh dan disanpai kan kepada
pegawai - pegawai |lain dari yang terseut di atas.

Pasal 5.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia nelakukan pengawasan atas
Perwakilan P.D.N dan Perwakilan P.N hingga kebijaksanaan politik ekonom
yang digariskan oleh Departenmen yang bersangkutan dalam rangka
kebi j aksanaan Penerintah pada unummya dipatuhi dan dil aksanakan ol eh
Perwaki | an P. D N dan Perwakilan P.N

Pasal 6.

(1) Instruksi-instruksi kepada pinpinan Perwakilan P.D. N dan Perwakilan
P.N di luar permntaan keterangan dan peneriksaan tersebut di atas
harus disalurkan nel alui Mnteri Perdagangan, kecuali dal am keadaan
darurat dal am mana senua warga-negara dan organi sasi |ndonesia di
luar negeri ditenpatkan dibawah instruksi pinpinan Perwakilan
Republ i k | ndonesi a set enpat .

(2) Wkil Perdana Menteri |, Mnteri Luar Negeri dan Hibungan Ekonom
Luar Negeri, Menteri Wusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan dan
Menteri Wusan Bank Sentral diberitahu tentang instruksi-instruksi
termaksud pada ayat (1) pasal ini.



Pasal 7.

Segal a ketentuan tersebut di atas harus dil aksanakan dal am suasana
dan kerja sama yang sebai k- bai knya unt uk kepenti ngan Negar a.

Pasal 8.

Perwaki | an-perwaki lan Republik Indonesia di luar negeri harus
nenberi kan segala bantuan yang diperlukan oleh Perwakilan P.D. N dan
Perwaki | an P. N dal am nel aksanakan tugas nereka.

Pasal 9.

Segal a sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau
yang nenerlukan peraturan lebih lanjut diatur oleh Mnteri yang
bersangkutan atau ol eh Menteri-Mnteri yang ber sangkut an ber sama- sana.

Pasal 10.
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1964.
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Tt d.
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